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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul “kajian yuridis pelaksanaan perjanjian  kredit pemilikan rumah di bank tabungan negara (BTN) mataram”. Perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu proses pelaksanaan kredit, pengaruh kredit macet, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menangani kredit macet. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif-empirik, menggunakan alat analisis kualitatif. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, debitur mengisi formulir identitas dan pihak bank akan mengadakan penilaian disetujui atau tidak disetujui kredit. Kemudian yang menjadi pengaruh kredit macet “meningkatnya kebutuhan hidup, masalah keluarga, bangkrut, menurunya pendapatan tetap dan karakter”. Upaya yang dilakukan kreditur “meberikan teguran secara lisan, teguran tertulis, dan sampai tahap lelang. Saran dari permasalah yang ada “pihak debitur dan kreditur masing-masing memperhatikan hak dan kewajiban sehingga tidak menimbulkan masalah dalam perjanjian kreditnya”.

Kata kunci:  proses kredit, macet, dan upaya.

ABSTRACT

The study is titled "judicial review of the implementation of the agreement of mortgages in the state savings bank (BTN) Mataram". Formulation of the issues raised in this research that the implementation process credit, bad credit effects, and the efforts being made to deal with bad loans. This type of research is normative-empirical, qualitative analysis tools. So it can be concluded, fill out the identity of the debtor and the bank will undertake an assessment of the credit is approved or not approved. Then that be the effect of bad loans "increased needs, family problems, bankruptcy, decline in fixed income and character". Efforts are underway creditor "gave the verbal reprimand, written reprimand, and until the auction stage”. Advice from the problem as it exists "the debtors and creditors of each concerned with the rights and obligations so as not to cause problems in the credit agreement".  

Keywords: credit process, stalled, and effort.
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan masyarakat semakin lama semakin berkembang, baik dalam kebutuhan pangan atau papan. Semakin berkembngnya kehidupan manusia semakin besar pula kebutuhan yang harus terpenuhi. Sebagai salah satu kebutuhan manusia adalah sektor papan (perumahan). Untuk memenuhi kebutuhan papan atau perumahan ini, masyarakat sering sekali bentrok dengan pendanaan untuk memiliki rumah sendiri. Dari masalah itu Bank Tabungan Negara (BTN) meberikan solusi untuk memecahkan masalah ini yaitu melalui Kredit Perumahan Rakyat (KPR) sesuai dengan tugas utama bank penyedia dan penyalur dana kepada masyarakat, menjadi jalan alternatif utama pembiayaan perumahan yang dapat dilakukan dengan pola kerja sama atau kemitraan. Pola kemitraan dapat dilaksankan dengan beberapa cara yaitu: 1) Antara bank pemberi KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dengan konsumen langsung, 2) Bank pemberi KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dengan perusahaan pengembang. 3) Bank pemberi KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dengan perusahaan pelaku bisnis dan perusahaan pengembang. Sehingga msyarakat yang tergolong dalam ekonomi menengah kebawah dapat memiliki rumah sendiri dengan cara kredit yang ditawarkan oleh Bank Tabungan Negara.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Pokok permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimakah proses 

pelaksanaan perjanjian kredit Pemilikan Rumah di Bank Tabungan Negara dengan pihak debitur ?, 2) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya kredit macet pada perjanjian kredit Pemilikan Rumah di Bank Tabungan Negara Mataram?, 3)Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak Bank Tabungan Negara apa bila terjadi kredit macet ?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: a) Mengetahui proses pelaksanaan perjanjian kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara dengan pihak debitur, b) Mengetahui Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya kredit macet pada perjanjian kredit Pemilikan Rumah di Bank Tabungan Negara Mataram, c) Mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak Bank Tabungan Negara apa bila terjadi kredit macet.
2. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: a) Manfaat teoritis yaitu penulis berharap dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa pada umumnya dan fakultas hukum pada khususnya. Memberikan pengetahuan tentang proses pelaksanaan perjanjian kredit pemilikan rumah pada bank tabungan negara mataram serta masih banyak lagi manfaat yang lainnya yang penulis tidak mungkin menyebutkan satu per satu, b)Manfaat praktis yaitu manfaat praktis dari tulisan ini adalah dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pegangan terhadap para pihak dalam melaksanakan perjanjian kredit pemilikan rumah di bank tabungan negara mataram, c) Manfaat Akademis yaitu manfaat akademisnya dari penulisan ini yaitu diharapkan bisa mengembangkan konsep-konsep ilmu hukum yang menyangkut tentang hukum perjanjian dalam kaitannya dengan perjanjian kredit.
D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian secara normatif-empirik. Penelitian normatif adalah suatu pendekatan yang di dalam membahas permasalahan, berpedoman pada literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sedangkan penelitian empirik adalah suatu penelitian dengan cara mengkaji dan melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan di lapangan.

2. Metode Pendekatan

Dalam penyusunan skripsi ini, digunakan 3 (tiga) metode untuk mengkaji permasalahan sebagaimana dikemukakan dalam laporan penelitian ini. Metode yang dimaksud antara lain: 1) Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) yaitu pendekatan perundang-undangan yaitu kegiatan meneliti peraturan perundang-undangan, asas-asas, maupun norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perjanjian kredit pemilikan rumah di Bank Tabungan Negara Mataram yang berasal dari Undang-Undang, buku-buku, dokumen-dokumen dan sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, 2) Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) yaitu pendekatan konseptual, yakni kegiatan mengkaji pandangan-pandangan para ahli berkenan dengan masalah yang diteliti, 3) Pendekatan Kasus (Case Approach) yaitu pendekatan kasus atau case approach adalah suatu kegiatan meneliti beberapa kasus yang terjadi dilapangan, dan dituangkan kedalam tulisan ini berkaitan dengan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Di Bank Tabungan Negara Mataram.

C. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis kualitatif yaitu semua data yang telah terkumpul diolah dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis untuk memperolah data-data yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dan disajikan berupa rangkain kata-kata atau kalimat. Kemudian data-data tersebut diolah secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari sesuatu yang bersifat umum ke sesuatu yang bersifat khusus. 

BAB II

PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Pemberian Kredit di Bank Tabungan Negara (BTN) Mataram.

Sektor papan (perumahan) merupakan salah satu kebutuhan yang penting bagi manusia. Dengan melihat semakin pesatnya perkembangan manusia, Bank Tabungan Negara (BTN) menbatu masyarakat yang berekonomi menengah kebawah yang seringkali mendapatkan masalah dalam pendanaan untuk memiliki rumah sendiri. Namu Bank Tabungan Negara di sini  sebagai salah satu pelaku bisnis menawarkan bantuan pendanaan perumahan memlalui Kredit Perumahan Rakyat (KPR).

Bank Tabungan Negara (BTN) sepanjang perjalanannya dalam mengukir sejarah dengan segala prestasi yang dimilikinya telah membuktikan perannya dalam menghubungkan kegemaran masyarakat Indonesia untuk menabung. Dengan semua usahanya maka BTN telah mengambil peran dalam usaha pembangunan di segala bidang di seluruh tanah air tercinta INDONESIA. Perjalanan panjang yang pada akhirnya membawa misi yang harus diemban, yaitu sebagai bank penyedia dana untuk tumbuhnya pembangunan perumahan nasional dengan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) telah membawa BTN sebagai bank satu-satunya yang besar melalui tugas mulia itu.
Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga di dalam setiap pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu sebelum memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap berbagai aspek. Berdasarkan penjelasan pasal 8 undang-undang perbankan yang diubah, mesti dinillai oleh bank sebelum memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah yang kemudian terkenal dengan sebutan “the five C of credit analysis” atau prinsip 5 C’s yaitu:
 1) Penilaian watak (character), 2) Penilaian kemampuan (capacity), 3) Penilaian terhadap modal (capital), 4) Penilaian terhadap agunan (collateral), 5) Penilaian terhadap prospek usaha nasabah (condition of economy).

Dari hasil penelitian, adapun proses-proses pelaksanaan pemberian kredit untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank Tabungan Negara (BTN) yaitu:

1. Nasabah yang akan mengajukan kredit harus mengisi berkas-berkas permohonan dilampiri dengan: a) Foto copy sertifikat dan ijin IMB, b) Foto copy buku tabungan Batara, c) Foto copy KTP suami istri, d) Foto copy Kartu Keluarga, e) Foto copy surat nikah, f) Foto copy SPPT dan STTS terakhir, g) Asli slip gaji atau keterangan penghasilan, h) Foto copy SK pertama dan terakhir, i) Foto copy karpeg, j) Foto copy rekening bank lain lima (5) bulan terakhir, k) Foto copy bukti-bukti transaksi.

2. Wawancara.

Untuk menghindari terjadinya kredit macet pihak bank/kreditur terlebih dahulu mengenal lebih jauh para calon nasabah, dengan cara melakukan penilaian terhadap the five C of credit analysis atau prinsip 5 C’s yaitu: a) Character (watak) yaitu penilaian yang dilakukan oleh bank dalam menentukan character (watak) atau kepribadian dari calon debitur yaitu untuk mengetahui tingakat kejujuran/ketidak jujuran dan itakad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya tepat waktu sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, b) Capacity (kemampuan) yaitu yang dinilai dalam capacity (kemampuan) calon debitur yaitu keahlian dalam mengembangkan usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank mendapatkan keyakinan atas memberikan kredit pada orang yang tepat, sehingga calon debitur dapat mengembalikan pinjamannya, c) Capital (modal) yaitu yang dinalai dalam capital (modal) seorang calong debitur yaitu keadaan keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur untuk melunasi pinjamannya, d) Collateral (jaminan/agunan) yaitu penilaian yang dilakukan terhadap collateral (jaminan/agunan) dari calon debitur yaitu apakah jaminan/agunan kredit dari calon debitur bekualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit yang diberikan kepada calon debitur. Dengan maksud apabila calon debitur tidak bisa membayar angsuran kredit maka yang menjadi jaminan/agunan kredit dari calon debitur dapat dicairkan guna menutupi pelunasan pembiayaan yang tersisa, e)Condition of economy (kondisi ekonomi) yaitu penilain yang dilakukan oleh pihak dalam perberian kredit pada calon debitur dengan memperhatikan kondisi ekonomi secara umum dan sektor usaha dari calon debitur untuk masa yang akan datang sehingga bank mendapatkan keyakinan dari calon debitur untuk mengembalikan pinjamannya sesuai dengan ap yang telah diperjanjukan. 

3. Taksasi agunan (penaksiran harga agunan)

Pada tahap ini pihak kreditur telah menerima pengajuan agunan dari pihak debitur, hal ini untuk menentukan besar kecilnya kredit yang akan diberikan pada pihak kreditur. Agunan bisa berupa mobil, tanah dan barang yang berharga lain yang dianggap punya nilai jual tinggi. Pihak kreditur melakukan penaksiran harga agunan berpatokan dengan standar harga yang ada; contoh misalnya agunan berupa mobil maka pihak kreditur akan berpatokan pada jenis mobil dan nilai jualnya.

4. Proses Analisa.

Pada tahap ini kreditur akan menganalisa semua dokumen pendukung debitur mulai dari dokumen administrasi, dokumen-dokumen hasil wawancara, dan dokumen pelengkap lainnya. Untuk menilai pihak debitur layak atau tidak untuk mendapatkan kredit. Sesuai dengan ketentuen yang telah ditetapkan pihak Bank Tabungan Negara.

5. Rapat KPK (Komite Pemutus Kredit).

Setelah tahap proses analisa kredit selsai, pihak kreditur (BTN) akan mengadakan rapat KPK yang dihadiri oleh petugas kelengkapan berkas/administrasi, petugas wawancara, petugas penaksir agunan dan petugas analisa kredit. Yang bertujuan untuk melihat kekurang dan kelebihan debitur yang akan diberikan kredit.

6. Keputusan Rapat KPK (Komite Pemutus Kredit).

Setelah diketahuinya kekurangan dan kelebihan debitur, maka hasil dari keputusan KPK ini akan menghasilkan keputusan berupa disetujui atau tidaknya pengajuan kredit. Apabila disetujui maka pihak kreditur atau Bank Tabungan Negara Mataram akan mengeluarkan surat pemberitahuan persetujuan kredit kepada pihak debitur untuk dilanjutkan ketahap seterusnya.

7. Akad Kredit (Penandatangani Perjanjian Kredit)

Pada tahap ini memberikan penjelasan mengenai bangunan dan kondisi proyek perumahan dan diberikan penjelasan umum mengenai hak dan kewajiban calon debitur dengan menggunakan transparansi yang telah distandarisir. Kemudian Membacakan: Perjanjian Kredit (PK), Akta Jual Beli, Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT), Akta Pengakuan Hutang. Lakukan tanya jawab antara calon Debitur dengan pihak BTN, Developer, Notaris, jika masih ada yang ingin ditanyakan. Setelah semuanya disetujui dan tidak ada lagi yang ditanyakan oleh pihak nasabah, maka selanjutnya calon Debitur untuk proses penandatanganan Akad Kredit.
B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kredit Macet

Sebagai usaha yang penuh resiko, sebelum memberikan kredit, seyogianya bank melakukan analisis kredit yang seksama, teliti, dan cermat dengan didasarkan pada data yang aktual dan akurat, sehingga bank tidak akan keliru dalam mengambil kepeutusannya. Oleh karena itu setiap pemberian kredit tentunya telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan asas perkreditan yang sehat. Demikian pula pemberian kredit telah didasarkan pada penilain yang jujur, objektip, dan terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.

Untuk menentukan suatu kredit dikatakan bermasalah atau macet didasarkan pada kolektibilitas kreditnya. Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga kredit oleh debitor serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif masing-masing tanggal 28 Mei 1993 menbagi kriteria kolektibilitas kredit itu atas 4 (empat) golongan, yaitu:
 1) Kredit Lancar, 2) kredit kurang lancar, 3) kredit diragukan, 4) kredit macet, dan 5) kredit yang diselamatkan.
Dari hasil penelitian, maka penulis menemukan faktor-faktor yang sering kali ditemukan dalam kredit bermasalah atau macet di Bank Tabungan Negara dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yaitu:

1. Meningkatnya Kebutuhan Hidup

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan hidup seorang nasabah sering kali menjadi penyebab terjadinya kredit macet, misalnya banyak keperluan-keperluan rumah tangga yang harus dipenuhi, baik untuk membiayai anak sekeloh dan kebutuhan anak yang semakin dewasa semakin banyak menuntut untuk dipenuhi yang tidak terduga sebelumnya (awalnya tidak terpikir untuk membeli mobil tetapi akhirnya membeli juga tuntutan dari anak dan istri), sehingga pembayaran angsuran kredit sering bentrok dengan pembiayaan hidup yang menyebabkan keterlambatan untuk membayar angsuran kredit.

2. Masalah Keluarga

Msalah keluarga yang dimaksud di sini yang menjadi faktor terjadinya kredit macet yang sering dijumpai yaitu terjadinya bentrok atau komplik antara suami dan istri yang menyebabkan terlantarnya harta kekayaan, di samping pihak dari istri meminta hak atas keawajiban dari suami berkaitan dengan harta termasuk harta yang menjadi jaminan kredit dari nasabah sehingga menimbulkan suatu konplik terhadap tanggungan atas kredit rumah dari KPR menjadi menunggak, (suami tidak membayar ansuran karena rumah dikuasi oleh istri, begitu juga istri tidak mahu mebayar angsuran karena mengangap itu kewajiban dari suami).

3. PHK/Bangkrut

Masalah PHK/Bangkrut yang dialami oleh pihak nasabah yang bekerja pada perusahaan suwasta dengan perjanjian kerja atau sistem kontrak dalam jangka waktu tertentu, yang  pada saat masa kontraknya habis atau diberhentikan oleh perusahaan yang tidak lagi mempunyai penghasilan selain itu, dan nasabah yang mengalami kerugian/bangkrut dalam usahanya, yang menyebabkan pendapatannya berkurang. Yang awalnya usahanya lancar menjadi kurang lancar yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi keluarganya yang menyebabkan terjadinya penonggakan terhadap angsuran kreditnya di KPR.

4. Karakter 

Karakter atau watak adalah sifat dasar yang ada dalam hati seseorang. Watak seseorang dapat berupa baik dan jelek, watak merupakan bahan pertimbangan umtuk mengetahui resiko. Tidak mudah untuk menentukan watak seorang debitur apa lagi debitur yang baru pertama kali mengajukan permohonan kredit. Seorang nasabah bisa saja menunjukkan etikad baik terhadap kreditur pada saat mengajukan permohonan kredit, sehingga meanalisa dari berbagai aspek bahwa debitur orang baik. Seorang debitur yang yang bewatak tidak jujur kemungkinan besar akan melakukan penyimpangan dalam menggunakan kredit. Kredit tidak sesuai digunakan dengan tujuan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit akibatnya proyek yang dibiayai dengan kredit tidak menghasilkan pendapatan sehingga mengakibatkan kredit macet.

C. Upaya-Upaya Yang di Lakukan Apabila Terjadi Kredit Macet.

Untuk menghindari kredit bermasalah, bank sebenarnya telah melakukan pengamanan preventif dengan melakukan analisa yang mendalam terhadap usaha dan penghasilan serta kemampuan debitur. Analisa dari aspek hukum juga sudah dilakukan misalnya legalitas debitur, legalitas usaha debitur, kewenangan orang bertindak mewakili perusahaan, keabsahan hukum dari barang yang menjadi agunan, pemjamin dan pemantauan dan pengawasan secara terus menerus. Meskipun pengamanan preventif telah dilakukan namun tidak jarang, debitur tidak mampu menyelesaikan hutangnya tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit sehingga menjadi kredit bermasalah
. Setelah itu bank akan melakukan upaya-upaya represif. Upaya-upaya represif yang mula akan dilakukan ialah melakukan upaya penyelamatan kredit. Setelah upaya yang dilakukan tersebut ternyata tidak berhasil juga menyelamatkan kredit itu, maka bank akan menempuh upaya penagihan.

Dari hasil wawancara dengan Idra Agus S. Bagian Legal dan Recovery Bank BTN Mataram, maka pihak BTN sebagai kreditur dalam menangani kredit macet atau bermasala akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut.
  

1. Disarankan pada nasabah untuk memperkecil atau melakukan pressing/pengurangan terhadap kebutuhan hidup yang meningkat. 

Dengan cara tidak tidak berlebihan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang dianggap tidak terlalu penting, apabila masih belum cukup, maka pihak Bank/kreditur akan menyarankan untuk menjual atau menggadai aset lain seperti TV, sepeda motor dan aset lain yang mempunyai nilai untuk mencukupi tunggakan kredit.

2. Disarankan untuk membeli rumah yang lebih kecil angsurannya.

Pendapat debitur perbulan Rp. 3.000.000 di mana angsuran kredit yang dibayar debitur perbulan sebesar Rp. 1.500.000, di mana disisi lain debitur harus memenuhi kehidupan sehari-hari berupa kebutuhan rumah tangga termasuk biaya anak sekolah, sehingga kreditur menawarlan kepada pihak debitur untuk membeli rumah yang ansurannya lebih kecil, agar tidak terjadi macet

3. Melakukan pembayaran ekstra untuk memperkecil angsuran (uang pembayaran ekstra dapat dipijamkan dari pihak luar ataupun krabat). Yaitu dengan maksud meminjam uang pada pihak ketiga untuk membayar angsuran kredit sehingga tidak terjadi penonggakan.

4. Melakukan segala tindakan yang dianggap perlu untuk menekan debitur yang nakal seperti bersurat kekantornya (dengan tembusan), dan melakukan pressing yang lebih ekstra lagi seperti memberikan peringatan, dan peringatan dapat dilakukan tiga kali dengan cara:

a. Memberikan surat peringatan pertama (SP-1) yaitu dengan memberi penyetikeran terhadap agunan berwana kuning, yang berisi peringatan bahwa debitur belum membayar kredit.

b. Apabila SP-1 gak berhasil makan pihak bank akan memberikan SP-2 berupa penyetikeran warna merah terhadap agunan yang berisi peringatan bahwa debitur belum membayar kredit.

c. Tahap peringatan yang terakhir, apabila SP-1 dan SP-2 tidak ditanggapi sama debitur maka pihak bank akan memberi coretan dari pilok warna hitam menunjukkan peringatan keras bagi debitur yang belum membayar kredit beserta bunganya.

5. Apabila semua sudah dilakukan tetapi pihak debitur belum juga membayar, maka langkah terakhir yang dilakukan oleh pihak bank adalah melakukan “Lelang Agunan”.
BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan rumusan masalah yang pertama samapai rumusan masalah ketiga, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan pemberian kredit untuk KPR (Kredit Pemilikan Rumah) di Bank Tabungan Negara Mataram yaitu debitur yang akan mengajukan kredit harus melengkapi persyaratan antara lain identitas calon debitur berupa KTP dan keterang jumlah penghasilan atau gaji. Kemudian setelah proses penyerahan persyaratan identitas dari calon debitur pihak bank akan melakukan wawancara untuk menilai watak (character), kemampuan (capasity), modal (capital), jaminan/agunan (collateral) dan kondisi ekonomi (condition of economy). Tahap selanjutnya bank akan melakukan taksasi agunan (penaksiran harga agunan) untuk menentukan besar kecilnya kredit yang akan diberikan kepada calon debitur. Selanjutnya bank melakukan proses analisa terhadap semua dokumen-dokumen calon debitur mulai dari dokumen administrasi, dokumen-dokumen wawancara dan dokumen-dokumen pelengkap lainnya untuk menilai layak atau tidaknya calon debitur diberikan kredit. Setelah tahap analisa kredit selesai pihak bank mengadakan rapat KPK (komite pemutus kredit) yang dihadiri oleh petugas kelengkapan berkas/administrasi, petugas wawancara, petugas penaksir agunan dan petugas analisa kredit yang bertujuan untuk melihat kekurangan dan kelebihan calon debitur. Setelah rapat KPK selesai dan mengetahui kekurangan dan kelebihan dari calon debitur, maka komite pemutus kredit (KPK) akan meberikan keputusan terhadap calon debitur yang berupa disetujui atau tidak disetujuinya pengajuan kredit, apabila disetujui pihak kreditur akan mengeluarkan surat pemberitahuan persetujuan kredit kepada calon debitur untuk dilanjutkan ketahap selanjutnya yaitu tahap Akad Kredit (penandatanganan perjanjian kredit) yang menandakan bahwa perjanjian kredit antara pihak kreditur dengan pihak debitur telah disepakati bersama dan dituangkan dalam perjanjian kredit sebagai batasan-batasan hak dan kewajiban para pihak.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet.

Faktor-faktor yang seringkali mempengaruhi terjadinya kredit macet/bermasalah yang ditemukan dalam KPR di BTN yaitu: a) Meningkatnya kebutuhan hidup, b) Masalah keluarga (perceraian), c) PHK atau bangkrut, d) Karakter.

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak BTN dalam mengatasi terjadinya kredit macet pada KPR yaitu: a) Disarankan untuk memperkecil atau melakukan pressing terhadap kebutuhan hidup yang meningkat, b) Disarankan membeli rumah yang lebih kecil angsurannya, c) Melakukan pembayaran ekstra untuk memperkecil angsuran (uang pembayaran ekstra dipinjamkan dari pihak keluarga atau kerabat dekat), d) Meberikan peringatan dengan SP-1 samapai dengan SP-3, dan tahap yang terakhir Lelang agunan.

B. Saran.

Dari hasil penelitian ini ada beberapa hal yang menjadi saran atau masukan terhadap KPR (Kredit Pemilikan Rumah) di Bank Tabungan Negara (BTN) yaitu:

1. Diharapkan pada para pihak supaya bersikaf profosional dalam melakukan perjanjian kredit dan jangan sampai lalai terhadap hak dan kewajiban pihak kreditur dan debitur sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit tersebut.

2. Pihak kreditur atau Bank dapat memberikan kebijakan dalam pemeberian kredit tidak semata-mata bertujuan untuk bisnis melainkan membantu masyarakat yang berekonomi menengah kebawah untuk memiliki rumah sendiri dengan kredit yang angsurannya terjangkau sehingga tidak terjadi kredit macet.

3. Bank harus lebih melakukan pressing terhadap para calon nasabah yang akan menjadi debitur dalam perjanjian kredit KPR, dengan cara tidak hanya melakukan wawancara pada calon nasabah saja. Mengingat bahwa salah satu penyebab dari kredit macet yaitu karakter atau watak dari nasabah, untuk itu kreditur yang akan memberikan kredit pada calon nasabah harus lebih optimal dalam melakukan wawancara untuk mengetahui watak atau karakter seseorang dengan cara, mengadakan wanwancara dari pihak-pihak terdekat dari calon nasabah untuk lebih mengenal dan mengetahui kondisi ekonomi nasabah yang lebih akurat dan jelas.
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